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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 

NOMOR 7 TAHUN 2013 

TENTANG 

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN 

BADAN USAHA MILIK DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BENGKAYANG, 

Menimbang :     bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat 
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 
tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan 
Badan Usaha Milik Desa;  

Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

   2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3823); 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4587); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4588); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Presiden  Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 

tentang Badan Usaha Milik Desa; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan 

Desa; 

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 

dan 

BUPATI BENGKAYANG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA 

CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN 
USAHA MILIK DESA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah  Kabupaten Bengkayang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten. 
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5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan di wilayah 
kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 

pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas 
umum pemerintahan. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa. 

10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung 

oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa. 

11. Dewan Pengawas adalah anggota BUMDes yang terdiri dari ketua dan 
anggota yang dipilih melalui Musyawarah Desa; 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 
APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang 

ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat 

oleh BPD bersama Kepala Desa. 

14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah 
usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang 

kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah 
Desa dan masyarakat. 

15. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi 
desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, 
perdangangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat. 

 

BAB II 

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 

Prinsip 

Pasal 2 

Prinsip-prinsip pembentukan BUMDes adalah sebagai berikut : 

a. sukarela dan terbuka; 
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b. kontrol dari warga yang demokratis; 

c. partisipatif ekonomi warga; 

d. independen dan otonom; 

e. perhatian terhadap warga  masyarakat; dan 

f. kerjasama antar BUMDes. 

 

 
Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 3 

Maksud dibentuknya BUMDes adalah untuk menumbuh kembangkan 
kegiatan perekonomian desa. 

 

Pasal 4 

Tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan 
keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

 

 
BAB III 

PEMBENTUKAN 

Bagian Kesatu 

Syarat Pembentukan 

Pasal 5 

Syarat pembentukan BUMDes: 

a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan 

musyawarah warga desa; 

b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat; 

c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan 

kebutuhan pokok; 

d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara 

optimal, terutama kekayaan desa; 

e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan 
usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa; 

f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan 
ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang 

terakomodasi;  

g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli 
desa; dan 

h. memperhatikan kearifan lokal, sosial budaya masyarakat setempat. 
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Bagian Kedua 

Mekanisme Pembentukan 

Pasal 6 

Mekanisme pembentukan BUMDes dilakukan melalui tahap: 

a. rencana pembentukan BUMDes dimusyawarahkan pemerintah desa 

dengan BPD; dan 

b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah 
disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD ditetapkan 

dalam Peraturan Desa. 

 

Pasal 7 

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sekurang-
kurangnya memuat: 

a. maksud dan tujuan; 

b. nama dan kedudukan; 

c. bentuk badan hukum; 

d. kepengurusan dan masa bakti; 

e. hak dan kewajiban; 

f. permodalan; 

g. bagi hasil usaha; 

h. kepailitan; 

i. kerjasama; 

j. pelaporan; 

k. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan 

l. pembubaran. 

 

BAB IV 

PENGELOLAAN 

Bagian Kesatu 

Organisasi Pengelola 

Pasal 8 

(1) Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan 

desa. 

(2) BUMDes harus berbadan hukum. 

Pasal 9 

Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan persyaratan: 

a. pengurus yang berpengalaman dan/atau profesional; 

b. mendapat pembinaan manajemen; 
c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal; 
d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, 

berkelanjutan dan akseptabel; dan 
e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil. 

 


